
Nomor : 000.1.5/663 Yogyakarta, 1 Maret 2024
Sifat : Segera Kepada
Lampiran : - Yth. Bapak/Ibu/Sdr
Hal :  Pemusnahan Arsip Keuangan dan

Pendaftaran Penduduk 
di- 

YOGYAKARTA

       Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari,Tanggal : Jumat, 1 Maret 2024
Jam : 08:00 WIB
Tempat : UD. SAMAK JAYA KARTON, Meduro, Bojong, Mungkid, Magelang
Acara : Pemusnahan Arsip Keuangan dan Pendaftaran Penduduk 
Bahan : -
Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yk.
Pimpinan : Kepala Dinas

       Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Daftar yang Diundang :

1. Ka. Disdukcapil Kota Yogyakarta

2. Ka. Inspektorat Kota yogyakarta

3. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota yogyakarta

5. Kasubbag Keuangan PEP Disdukcapil Kota Yogyakarta

6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kota Yogyakarta

6. Anggota tim Pemusnahan Arsip Dukcapil

8. Staf Sekretariat Disdukcapil Kota Yogyakarta
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SURAT TUGAS
NOMOR: 800.1.11.1/732

Dasar : Surat Tugas Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 800.1.11.1/575, tanggal 7 Februari
2024, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2024

MEMERINTAHKAN: 

Kepada : Nama : SOFYAN HARDI, S.H.
Pangkat/gol : Pembina/IV/a
NIP : 197411132005011006
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  

Untuk : Melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta:

1. terhitung mulai tanggal  08 Maret 2024 s/d 28 Maret 2024;
2. terhitung mulai tanggal  01 April 2024 
3. terhitung mulai tanggal 21 April 2024 s/d 16 Mei 2024
4. terhitung mulai tanggal 28 Juli 2024 s/d 01 Agustus 2024 

dengan tidak mengurangi kapasitas pada jabatan pokoknya sebagai Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Maret 2024

KEPALA DINAS

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007
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SURAT TUGAS
NOMOR: 800.1.11.1/732
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MEMERINTAHKAN: 

Kepada : Nama : SOFYAN HARDI, S.H.
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1. terhitung mulai tanggal  08 Maret 2024 s/d 28 Maret 2024;
2. terhitung mulai tanggal  01 April 2024 
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Yogyakarta, 7 Maret 2024

KEPALA DINAS

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007
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Nomor : 000.1.5/769 Yogyakarta, 15 Maret 2024
Sifat : segera Kepada
Lampiran : - Yth. Terlampir
Hal : undangan

di- 
YOGYAKARTA

       Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari,Tanggal : Kamis, 21 Maret 2024
Jam : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sabang Merauke Lt.3
Acara : verifikasi faktual permohonan penduduk rentan adminduk
Bahan : disiapkan tim
Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
Pimpinan : Plh.Ka.Bid.PP

       Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

NB : Bapak/Ibu Lurah dimohon menyampaikan undangan ini kepada: Pemohon,
Pengampu, Ketua RT, Ketua RW dan Saksi-saksi.

Daftar yang Diundang :

1. Ka.Bid.Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Ka.Bid PIAK
3. Ka.Bid CAPIL.
4. 6 (enam) AKAM Ketua Tim Kerja Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta
5. Lurah Warungboto       
6. Lurah Pandeyan
7. Pemohon Alvino Putra Mahesa (Warungboto, Umbulharjo)
8. Pemohon Alleina Chayra Nadhia Alesha (Pandeyan, Umbulharjo)
9. Pemohon Althaf Rifqie Abrisam (Pandeyan, Umbulharjo)

10. Saksi I dari Pemohon Alvino Putra Mahesa 
11. Saksi II dari Pemohon Alvino Putra Mahesa 
12. Saksi I dari Pemohon Alleina Chayra Nadhia Alesha
13. Saksi II dari Pemohon Alleina Chayra Nadhia Alesha
14. Saksi I dari Pemohon Althaf Rifqie Abrisam
15. Saksi II dari Pemohon Althaf Rifqie Abrisam
16. Paijah (Pengampu dari  Althaf Rifqie Abrisam)
17. Slamet Harjito (Pengampu dari Alleina Chayra Nadhia Alesha )
18. Suryati (Pengampu dari Alvino Putra Mahesa)
19. Ketua RT 026, Pandeyan, Umbulharjo
20. Ketua RW 006 , Pandeyan, Umbulharjo
21. Ketua RT.043, Pandeyan, Umbulharjo
22. Ketua RW.011, Pandeyan, Umbulharjo
23. Ketua RT.026, Warungboto, Umbulharjo
24. Ketua RW.005, Warungboto, Umbulharjo
25. Sumaryati (Dukcapil)
26. Cahyo Tri Hastomo, A.Md.(Dukcapil)
27. Rahayu Kartika Putri, SE (Dukcapil)
28. Maldani Algazhi, SH (Dukcapil)
29. Damar Kurniawan ,A.Md. (Dukcapil)
30. Lingga Sakti Kusuma, SE (Dinsos)
31. Suharno Putro,S.Sos.I (Dinsos)
32. Faustina Toni Gemati (Dinsos)
33. Almira Lutfiah,S.Tr.Sos (Dinsos)
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Yogyakarta, 20 Maret 2024

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)

di 
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/1029/SE/2024

TENTANG

Percepatan Penerapan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Dalam rangka kegiatan pelayanan adminduk khususnya berkaitan dengan pencapaian target nasional
penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sbesar 30 % dari jumlah penduduk yang telah melakukan
perekaman KTP-EL, maka berikut ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk membantu percepatan penerapan
Identitas Kependudukan Digital (IKD)  di instansi masing-masing. Selain itu, semua ASN dan non ASN
yang telah melakukan perekaman KTP-EL untuk segera mendaftarkan digital ID-nya ;

2. Kepada Mantri Pamong Praja untuk memonitor pelaksanaan penerapan Identitas Kependudukan Digital
(IKD)  di wilayahnya masing-masing melalui Lurah ;

3. Kepada Lurah untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui RT , RW, LPMK dan Tokoh
masyarakat untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ;

4. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melayani aktivasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD) baik di loket pelayanan Disdukcapil maupun jemput bola aktivasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD)  secara kolektif atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan dari Instansi
atau masyarakat secara kolektif. 

Demikian  untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 196512131992031006

Tembusan: 
1. Walikota Yogyakarta
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah



3. SEKRETARIAT DAERAH
4. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
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Yogyakarta, 20 Maret 2024

Kepada
Yth. Seluruh OPD se-Kota
Yogyakarta

di 
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/1030/SE/2024

TENTANG

KERJA SAMA HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA PENDUDUK

Untuk menyukseskan program pemerintah dalam kebijakan integrasi data kependudukan serta membangun satu data
kependudukan untuk semua keperluan maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Semua OPD wajib untuk mengajukan kerjasama akses data dan pemanfaatan data kependudukan , adapun tata
cara pengajuan kerjasama dapat dikonsulltasikan dan difasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 yang telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

2. Bagi OPD yang telah bekerjasama dalam akses data kependudukan, wajib untuk mengirimkan data balikan secara
rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan bahwa pengguna daerah Kota wajib
memberikan data balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membuat laporan
pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1),
ayat (2) dan pasal 41 Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

3. Bagi OPD Pengguna dengan masa Perjanjian Kerja Sama akan berakhir, wajib untuk mengajukan permohonan
kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir sebagaiman dimaskud
dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.811.2/1846/Dukcapil Tanggal 7 Februari 2023 tentang Penerapan
Tertib Administrasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan;

4. Bagi OPD pengguna yang telah berakhir masa Perjanjian Kerja  Sama namun belum mengajukan permohonan
kerja sama kembali, untuk segera membuat dan mengajukan permohonan kembali;

5. Bagi OPD yang belum melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Hak Akses dan Pemanfaatan Data, maka
pengajuan  permohonan data penduduk maupun verifikasi dan validasi data penduduk ke Dinas Dukcapil tidak
dapat ditindaklanjuti.

 

 

 



Demikian, untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 196512131992031006

Tembusan: 
1. SEKRETARIAT DAERAH
2. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
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